Menimbang :

Mengingat

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas
Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo;

. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/150/M.SM.04.00/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal
Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo, telah disetujui kelas jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;

. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo;

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);



Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6937);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor
224);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentangPedoman
Evaluasi Jabatan;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1639);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomo 03);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Karo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karo.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerintah  Dengan Perjanjian Kerja yang
bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri
dalam suatu satuan organisasi Negara.

Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu
jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-
kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap
informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan
dan kelas jabatan.

Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang
mempengaruhi  tinggi rendahnya jenjang jabatan
berdasarkan informasi jabatan.

Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan
tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk
kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan
angka kredit.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
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BAB II
KELAS JABATAN

Pasal 2

Kelas jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan
berdasarkan proses evaluasi jabatan.

Proses evaluasi jabatan dilakukan dengan menggunakan sistem
evaluasi faktor atau factor evaluation system.

Faktor yang dipergunakan dalam Sistem Evaluasi Faktor terdiri
atas:

a. faktor evaluasi jabatan struktural; dan
b. faktor evaluasi jabatan fungsional.

Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan struktural
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. faktor 1 : ruang lingkup dan dampak program;

b. faktor 2 : pengaturan organisasi;

c. faktor 3 : wewenang penyeliaan dan manajerial;

d. faktor 4 : hubungan personal yang terdiri dari :

1. Sifat Hubungan; dan

2. Tujuan Hubungan.

faktor S : kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;

f.  faktor 6 : kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam

®

melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab
penyeliaan yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus
meliputi:
1. ragam pekerjaan;
2. operasi giliran kerja (shift);
3. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu
berubah;
penyebaran fisik;
situasi khusus penyusunan staf;
dampak program tertentu;
perubahan teknologi; dan
8. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
Faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan fungsional
meliputi :
faktor 1 : pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
faktor 2 : pengawasan penyelia;
faktor 3 : pedoman;
faktor 4 : kompleksitas;
faktor 5 : ruang lingkup dan dampak;
faktor 6 : hubungan personal;
faktor 7 : tujuan hubungan;
faktor 8 : persyaratan fisik; dan
faktor 9 : lingkungan pekerjaan.
Setlap faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki
kriteria dan nilai tertentu.
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Pasal 3

Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan
dalam suatu satuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (6) dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat
dengan tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan
terhadap kriteria masing-masing level.

Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas
pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan yang telah
ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil kumulatif nilai semua faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan 15 (lima belas) kelas jabatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Tahapan dan mekanisme pelaksanaan evaluasi jabatan
mengacu pada Peraturan perundang-undangan.

Hasil pelaksanaan evaluasi jabatan, untuk jabatan struktural
tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Hasil pelaksanaan evaluasi jabatan untuk jabatan fungsional
dan jabatan pelaksana tercantum dalam Lampiran III dan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam Upaya tertib administrasi Perangkat Daerah melakukan
analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana sehingga kebutuhan jabatan
fungsional per jenjang jabatan dan kebutuhan jabatan pelaksana
dapat diketahui kebutuhan riilnya.

Pasal 6

Perubahan Kelas Jabatan dapat dilakukan dengan mengevaluasi
kembali kelas jabatan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi apabila :

a.

b.

adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan
nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;

adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada
jabatan ; dan/atau



c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor
jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR 41



